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Judul SOP laya?t.);a asus Kekerasan Terhadap

Pe\rempug‘r_?_aa ak

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata
Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi
dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan
Perlindungan Perempuan.

Peraturan Menteri Negara Pembedayaan Perempuan
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pembentukan UPTD PPA.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017
tentang Kebijakan Pengembangan Kabuapaten layak Anak .

Memahami peraturan perundang-undangan
mengenai informasi publik

Memahami tata cara pemberian pelayanan
informasi di UPTD PPA

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

Prosedur Pelayanan Informasi

Ll ol

Peraturan Terkait
Telepon
Komputer

Alat Tulis Kantor
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